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ABSTRACT 

The aim of this study was to investigate the impact of budget target clarity, community 

participation, and control management on village fund accountability  in villages in 

Manggis District, Karangasem District. . The population used in this study includes all 

the village apparatuses that are still actively working in the village offices of Manggis 

district, Karangasem district, i.e. up to 276 people, sampled using a sampling technique  

that can aim to get 120 people  as respondents. The data were analyzed using 

multivariate linear regression analysis, t-test and F-test. The results of the analysis 

show that  clarity of budget targets has a positive and significant impact on 

accountability. accountability in managing village funds in villages in Manggis district, 

Karangasem Regency, community participation has a positive and significant impact on 

accountability in managing village funds in villages in Manggis district, Karangasem 

Regency, and monitoring has had a positive and significant impact on accountability in 

the management of village funds in villages in Manggis District, Karangasem District. 

Keywords:  Budget Targets, Community Participation, Supervision, Accountability  

 

PENDAHULUAN 

Pengembangan desa mulai diprioritaskan pembangunannya oleh pemerintah sejak 

diterbitkanya UU No. 6 tahun 2014, desa sebagai pendorong suksesnya pembangunan nasional 

membuat desa memiliki otonomi khusus dalam melakukan pengembangan dan pembangunannya 

sendiri dalam usaha meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Salah satu Peraturan Mendes 

PDTT No. 21 Tahun 2015 menyatakan bahwa dana desa bersumber dari APBN yang diberikan 

kepada masing-masing desa di Indonesia melalui ABPD Kabupaten/Kota yang harus 

dimanfaatkan untuk pengembangan dan pembangunan di desa sehingga masyarakat dapat 

merasakan manfaatnya. 

pemberian dana kepada desa memiliki tujuan dalam meningkatkan pelayanan publik, 

memajukan perekonomian desa, meminimalkan pembangunan yang masih jauh berbeda antara 

desa dan kota, sekaligus menurunkan angka kemiskinan. Dana desa yang cukup besar untuk 

dikelola, kejelasan anggaran menjadi aspek penting dalam penggunaanya. Biaya-biaya yang 

dikeluarkan harus secara spesifik tercatat dalam rencana biaya maupun realisasinya dari waktu 

ke waktu diukur dan diolah agar menjadi tepat sasaran dan efektif sesuai dengan manfaat yang 

diinginkkan (Pebriyanto & Sumadi, 2021). Berdasarkan (Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia, 2018) keuangan dari dana desa harus dikelola dengan transparan, akuntabel, dan tetap 
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mengutamakan partisipasi masyarakat dalam pengawasan agar tertib dan sesuai dengan 

anggaran. Penyajian laporan yang transparan dan tepat sesuai kebutuhan masyarakat, mampu 

memberikan laporan akhir yang baik, maka perangkat desa sebagai pengguna anggaran sudah 

melakukan kewajibanya dengan baik.  

Pengelolaan dana desa yang akuntabel menjadi tujuan yang penting untuk dicapai 

perangkat desa, untuk mewujudkan tanggung jawab dan memperlihankan keberhasilan dalam 

pengelolaan dana desa. Pengelolaan yang akuntabel menjadi penilaian yang penting dalam 

kinerja sebuah organisasi termasuk pemerintah desa. akuntabilitas menjadi salah satu prinsip 

penting dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam menciptakan dan 

mewujudkan pembangunan demi kepentingan masyarakat yang lebih luas. 

Di Provinsi Bali terdapat 636 desa yang tersebar dari ujung barat sampai timur provinsi 

Bali, dari 9 kabupaten yang ada di Bali. Pada tahun 2019 dana desa yang di berikan kepada 

Provinsi Bali mencapai 630 Milyar Rupiah kemudian pada tahun 2020 dana desa yang di terima 

meningkat menjadi 657 Milyar Rupiah dana desa pada tahun 2021 terus meningkat mencapai 

678 Milyar Rupiah (djpk.kemenkeu.go.id/).  

Dari tahun ke tahun alokasi penerimaan dana desa pada Provinsi Bali terus mengalami 

peningkatan yang berbanding terbalik dengan penyerapan yang tidak semua berjalan lancar. 

Seperti di Kabupaten Karangasem, dimana terdapat permasalahan dalam pengelolaan dana desa. 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa melakukan evaluasi di Kabupaten Karangasem pada 

tahun 2019 terhadap tingkat serapan dana desa. Hal itu di karenakan dari 75 desa di kabupaten 

karangasaem terdapat 28 desa dengan penyerapan dananya masih kurang dari 75%. Di 

Kecamatan Manggis terdapat 5 desa yang serapan dana desanya masih rendah. Serapan dana 

desa yang masih rendah dikarenakan perencanaan yang kurang cermat menurut Kepala Dinas 

PMD (balipost.com).  

Berdasarkan dari hasil wawancara yang di lakukan pada kantor desa Se-Kecamatan 

Manggis Kabupaten Karangasem pada tahun 2022 masih terjadi permasalahan dalam 

pengelolaan dana desanya dimana penyerapan atau realisasinya pada beberapa desa belum 

maksimal tidak bisa mencapai 100 persen dari dana yang di terima. Kemudian hingga Juni 2023 

Ada dua desa yang serapan dana desa tahap I nya masih rendah yaitu kurang dari 60 persen hal 

ini mengakibatkan desa tersebut belum bisa mencairkan untuk dana desa tahap II nya. Rendah 

nya penyerapan dana desa di akibatkan kurang cermatnya dalam perencanaan anggaran serta ada 

kegiatan lain sehingga apa yang di anggarkan belum bisa terealisasikan atau di laksanakan.  

Kecamatan Manggis memiliki 12 desa yang terbanyak kedua kategori kecamatan pada 

Kabupaten Karangasem, sehingga total dana desa yang diterima tergolong besar. Besarnya dana 
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desa yang diterima menjadikan akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi suatu perhatian 

khusus., sebab akuntantibilitas memperlihatkan keberhasilan terwujudnya visi dari Undang- 

Undang Desa untuk merealisasikan desa yang demokratis, berkeadilan, mandiri, kuat, dan maju. 

Masalah yang ada dapat dirumuskan menjadi: Bagaimana pengaruh kejelasan sasaran 

anggaran, partisipasi masyarakat, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa? 

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah: untuk mengetahui apakah 

terdapat pengaruh kejelasan sasaran anggaran, partisipasi masyarakat dan pengawasan terhadap 

akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Stewardship Theory  

Stewardship Theory menjelaskan situasi dimana para manajer memiliki tujuan utama untuk 

organisasi bukan termotivasi dengan tujuan pribadi masing-masing (Donaldson & Davis, 1991). 

Stewardship teory menggambarkan desa sebagai sebuah pemerintahan yang menjalankan 

pelayanan publik, tertampungnya aspirasi masyarakat desa, pelayanan yang baik, serta 

mempertanggungjawabkan dana-dana yang didapatkan dari pemasukan desa. Perilaku steward 

dalam mewujudkan target organisasi akan dinilai oleh masyarakat desa, dimana organisasi dalam 

hal ini desa harus mendahulukan kepentingan yang lebih luas yaitu masyarakat desa, prinsip 

tersebut menjadi dasar utama bagi stewardship theory (Ajzen, 1991). 

Kejelasan Sasaran Anggaran  

Anggaran yang memiliki sasaran yang jelas dapat dilihat dari sejauh mana sebuah tujuan 

dari penggunaan dana tersebut dapat dicapai dengan baik dan dipertanggungjawabkan dengan 

jelas dan transparan memperlihatkan secara rinci penggunaanya (Anggreni et al., 2021). Sejalan 

dengan hal tersebut, teori Stewardship menjelaskan aparat desa atau pemerintah desa berperan 

sebagai pelayan berkewajiban menyajikan segala informasi pelaksaan anggaran secara jelas dan 

terperinci guna tercapainya tujuan masyarakat. Pengelolaan dana desa memerlukan anggaran 

yang baik, dan perencanaan yang matang, serta realisasi yang sama dengan anggaran yang sudah 

disusun dan ditetapkan untuk mencapai hasil kerja yang baik, dan dapat dipertanggungjawabkan 

kepada masyarakat. Penelitian yang di lakukan oleh (Anggreni et al., 2021) dan (Pratiwi et al., 

2022) menyatakan akuntabilitas pengelolaan dana desa mampu dipengaruhi kejelasan sasaran 

anggaran yang baik secara positif. Dengan demikian hipotesis yang dapat di ajukan adalah: 

H1 :  Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabiblitas pengelolaan Dana Desa.  
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Partisipasi Masyarakat 

Masyarakat sebagai salah satu komponen yang ada dalam sebuah desa harus ikut 

berpartisipasi dalam melakukan pengawasan program, maupun ikut serta dalam penyusunannya, 

sehingga prinsip anggaran yang akuntabel dan transparan dapat dicapai. Salah satu prinsip 

penggunaan anggaran juga dilakukan secara parsipatif yang melibatkan masyarakat agar segala 

aspirasi yang dimiliki masyarakat dapat disalurkan dan pengelolaan dana desa tetap melibatkan 

masyarakat. Hal ini di perkuat oleh penelitian (Atiningsih & Cahya, 2019) yang menunjukkan 

partisipasi mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa kemudian (Umaira & 

Adnan, 2019) menyatakan akuntabilitas pengelolaan dana desa mampu dipengaruhi oleh 

masyarakat dengan partisipasi yang tinggi. Dengan demikian hipotesis yang dapat di ajukan 

adalah : 

H2: Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Akuntabiblitas pengelolaan Dana Desa  

Pengawasan  

Pengawasan dapat diartikan sebagai pengamatan yang dilakukan terhadap seluruh 

pelaksanaan aktivitas penggunaan dana desa agar sesuai dengan apa yang direncanakan (Umaira 

& Adnan, 2019). Pengawasan juga diperlukan untuk mengawasi agar prinsip akuntabilitas dapat 

tercapai, dari perencanaan sampai akhir pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. 

pengawasan dibutuhkan untuk meminimalkan kecurangan, penyimpangan, dan hal lainnya yang 

dapat merugikan masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa. Sejalan dengan hal tersebut 

(Umaira & Adnan, 2019) menyatakan pengawasan akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat 

dipengaruhi oleh pengawasan yang baik. Penelitian (Ningsih, 2020) menyatakan pengawasan 

mampu memberikan pengaruh positif dan signifikan. Dengan demikian hipotesis yang dapat di 

ajukan adalah : 

H3 :  Pengawasan berpengaruh terhadap Akuntabiblitas pengelolaan Dana Desa. 

Hasil Penelitian Terdahulu  

Penelitian (Sujatnika & Sulindawati, 2022) menyatakan partisipasi masyarakat mampu 

memberikan pengaruh yang positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian 

(Anggreni et al., 2021) menyebutkan kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian (Atiningsih & Cahya, 2019) 

dengan hasil partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas 

pengelolaan dana desa. Penelitian (Pratiwi et al., 2022) menyebutkan kejelasan sasaran anggaran 

mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa ke arah yang lebih baik. 
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METODE PENELITIAN 

Penyusunan kerangka berpikir untuk memudahkan dalam pembahasan teori, hipotesis, dan 

penentuan arah pembahasan hasil penelitian agar tidak melebar jauh dari tujuan yang ingin 

dicapai (Sugiyono, 2020), kerangka pemikiran dilihat dari Gambar 1.  

 

Menurut (Sugiyono, 2020) penelitian  ini  yang   menjadi  variabel  bebas  adalah kejelasan 

sasaran anggaran (X1), partisipasi masyarakat (X2) dan pengawasan (X3) dan akuntabilitas 

pengelolaan dana desa (Y) sebagai variabel terikat”. Populasi penelitian ini merupakan seluruh 

aparatur desa yang masih aktif bekerja di kantor desa Se-Kecamatan Manggis Kabupaten 

Karangasem yaitu sebanyak 276 orang. Teknik penentuan sampel adalah purposive sampling 

jadi jumlah sampel 120 orang.  
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Pengumpulan data yang paling utama menggunakan kuisioner dengan skala linkert 

penentuan skoran. Data dianalisis menggunakan pengujian sebagai berikut (Ghozali, 2018): 

1. Pengujian uji validitas dengan kriteria person correlation > 0,05 dan reliabilitas dengan 

kriteria, Cronbach Alpha > 0,70.  

2. Pengujian asumsi klasi terdiri dari uji normalitas dan uji heteroskedastisitas dengan kriteria 

sig > 0,05, uji multikolinearitas dengan kriteria tolerance ≥ 0,10, VIF ≤ 10.  

3. Uji hipotesis dengan persamaan berikut:  

Y = α + β1X1+ β2X2 + β3X3 + e 

4. Uji t, sebagai uji parsial 

5. Uji F, sebagai uji kelayakan model 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil analisis statistik deskriptif memuat nilai tertinggi, terendah, rerata, dan std. deviasi 

dari masing-masing variabel.  
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Berdasarkan hasil pengujian instrumen, seluruh instrumen dinyatakan valid dan reliabel. 

Pada pengujian asumsi klasik seluruh variabel dinyatakan data berdistribusi normal, tidak 

terdapat gejala multikolinearitas dan gejala heteroskedastisitas.  

Persaman regresi diuji dengan regresi linier berganda berikut.  

 

Hasil tersebut jika di buat dalam bentuk persamaan menjadi seperti berikut.  

Y = 2,003 + 0,597X1 + 0,227X2+ 0,499X3 

 

Berdasarkan hasil di atas, berarti informasi yang terkandung dalam persamaan sebesar 

68,9% dan sisanya 31,1% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti. Pengujian 

kelayakan model dapat dilihat sebagai berikut. 

 

Berdasarkan pengujian di atas, F hitung didapatkan 88,964 dan sig. 0,000 < 0,05, maka 

dinyatakan persamaan model yang digunakan layak untuk dilanjutkan, dimana setiap variabel 

memiliki pengaruh yang saling mempengaruhi.  
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Pembahasan  

Hasil pengujian t-test menunjukkan kejelasan sasaran anggaran mampu meningkatkan 

akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan arah positif. Artinya, semakin tinggi tingkat 

kejelasan sasaran anggaran dalam pengelolaan dana desa maka semakin tinggi pula akuntabilitas 

pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Anggaran 

yang memiliki sasaran yang jelas dapat dilihat dari sejauh mana sebuah tujuan dari penggunaan 

dana tersebut dapat dicapai dengan baik dan dipertanggungjawabkan dengan jelas dan transparan 

memperlihatkan secara rinci penggunaanya (Anggreni et al., 2021). Sejalan dengan hal tersebut, 

teori Stewardship menjelaskan aparat desa atau pemerintah desa berperan sebagai pelayan 

berkewajiban menyajikan segala informasi pelaksaan anggaran secara jelas dan terperinci guna 

tercapainya tujuan masyarakat. Pengelolaan dana desa memerlukan anggaran yang baik, dan 

perencanaan yang matang, serta realisasi yang sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan 

untuk mencapai kinerja yang baik, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hasil 

penelitian yang serupa ditunjukkan oleh (Anggreni et al., 2021) dan (Pratiwi et al., 2022) 

menyatakan akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diwujudkan dengan peningkatan 

kejelasan sasaran anggaran. 

Hasil pengujian t-test menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat mampu meningkatkan 

nilai akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Manggis, Kabupaten 

Karangasem. Artinya, semakin tinggi partisipasi masyarakat akuntabilitas juga akan tercapai 

dengan baik dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. 

Masyarakat sebagai salah satu komponen yang ada dalam sebuah desa harus ikut berpartisipasi 

dalam melakukan pengawasan program, maupun ikut serta dalam penyusunannya, sehingga 

prinsip anggaran yang akuntabel dan transparan dapat dicapai. Salah satu prinsip penggunaan 

anggaran juga dilakukan secara parsipatif yang melibatkan masyarakat agar segala aspirasi yang 

dimiliki masyarakat dapat disalurkan dan pengelolaan dana desa tetap melibatkan masyarakat. 

Penelitian serupa dilakukan (Atiningsih & Cahya, 2019) yang menyatakan partisipasi 

berpengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa.  Serupa dengan hal 

tersebut (Umaira & Adnan, 2019) menyatakan akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat 

ditingkatkan melalui partisipasi masyarakat. 

Hasil pengujian t-test menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Manggis, Kabupaten 

Karangasem. Artinya, semakin baik pengawasan dalam pengelolaan dana desa maka semakin 

tinggi pula akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Manggis, Kabupaten 

Karangasem. Pengawasan dapat diartikan sebagai pengamatan yang dilakukan terhadap seluruh 

pelaksanaan aktivitas penggunaan dana desa agar sesuai dengan apa yang direncanakan (Umaira 
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& Adnan, 2019). Pengawasan juga diperlukan untuk mengawasi agar prinsip akuntabilitas dapat 

tercapai, dari perencanaan sampai akhir pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. 

pengawasan dibutuhkan untuk meminimalkan kecurangan, penyimpangan, dan hal lainnya yang 

dapat merugikan masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa. Penelitian serupa didapatkan 

(Umaira & Adnan, 2019) menyatakan pengawasan bepengaruh pada akuntabilitas pengelolaan 

dana desa. Serta diperkuat hadil penelitian penelitian dari (Sintia & Hutnaleontina, 2022) 

menyatakan pengawasan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut. Kejelasan sasaran anggaran, partisipasi 

masyarakat, dan pengawasan sama-sama mampu memberikan pengaruh yang positif dan mampu 

meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan lebih baik serta dapat menunjukkan 

kinerja laporan keuangan yang lebih akuntabel dan transparan.  

Saran yang dapat diberikan yaitu: Pernyataan kejelasan sasaran anggaran terendah yaitu 

pada indikator tingkat kesulitan, maka disarankan agar aparatur desa di Kecamatan Manggis, 

Kabupaten Karangasem agar lebih meningkatkan keterampilan dengan mengikuti seminar dan 

pelatihan sehingga memiliki keahlian yang lebih baik agar tingkat kesulitan dalam pengelolaan 

dana desa dapat lebih mudah dan menghasilkan akuntabilitas dana desa yang lebih baik. 

Pernyataan partisipasi masyarakat terendah yaitu pada indikator pengelolaan anggaran, maka 

disarankan agar aparatur desa di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem untuk lebih 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa seperti melakukan sosialisasi 

terhadap draf rencana anggaran sebelum disahkan, sehingga masyarakat dapat memberikan 

usulan dan saran yang dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pernyataan 

pengawasan terendah yaitu pada indikator pengawasan APBDes, maka disarankan agar desa di 

Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap 

penganggaran dan penggunaan APBDes, agar dapat terserap secara maksimal dan tepat sasaran 

sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas akuntabilitas pengelolaan dana desa yang lebih baik. 
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